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CARA PENGADUAN



PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memiliki kebijakan yang 

menjadi pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan, termasuk

stakeholder, terkait tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang

atau pelanggaran oleh Pihak yang Mendapat Izin dari BUMN.

Pedoman itu diberlakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi

Nomor KN.006 tahun 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System. 

Semua hal yang ditetapkan dalam kebijakan ini sebelumnya juga telah

diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.024 tahun 2014 tentang

Kebijakan Whistle-Blowing System. Selain itu, PT INTI (Persero) pun 

menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 Tahun 2021 tentang

Pengendalian Gratifikasi.



Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016 tahun 2021 tentang Pengendalian
Gratifikasi ini dirumuskan dengan memperhatikan pada sejumlah
regulasi pemerintah, yaitu:

 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN 
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik pada BUMN.

 Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

 Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi
tertanggal 15 Maret 2017

Adapun informasi mengenai tata cara pengaduan secara detil tersebut
terdapat pada Dokumen Pengendalian Gratifikasi Pasal 8 tentang
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi kepada KPK.




